Pelaksana Proyek Rusun: Fee Rp100 Juta Permintaan Kasatker SNVT NTB
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Mataram (Inside Lombok) — Pelaksana proyek 'Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Kabupaten
Sumbawa Eman Kadarusman mengungkapkan pemberian fee Rp100 juta karena ada permintaan Kepala
Satuan Kerja (Kasatker) Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR
Wilayah Nusa Tenggara Barat Bulera. “Uang saya serahkan karena ada permintaan biaya operasional
dari Kasatker sebesar 5 sampai 10 persen dari nilai proyek,” kata Eman Kadarusman dalam
kesaksiannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram yang dipimpin Sri Sulastri,
Selasa.

Eman Kadarusman mengakui permintaan itu tidak langsung dari terdakwa Bulera, tetapi dari pejabat
pembuat komitmen? (PPK) proyek bernama Heru Sujarwo yang merupakan bawahan terdakwa. “Jadi,
permintaan fee 5 sampai 10 persen itu kata Pak Heru yang menyampaikan kepada saya atas perintah
Kasatker,” katanya menegaskan.

Alasan Eman Kadarusman menyerahkan uang itu langsung kepada terdakwa Bulera pada hari Rabu (25
September 2019) karena Heru Sujarwo berkali-kali memintanya. “Tanggal 23 September itu saja,
permintaan yang keempat karena waktu itu pekerjaan proyek ini masih panjang. Khawatir akan
dipersulit, kami upayakan fee itu ada,” ucapnya.

Uang yang diberikan senilai Rp100 juta kepada Bulera, dia dapatkan dari hasil pinjaman dari seorang
rekannya asal Cakranegara sebesar Rp50 juta, kemudian Rp50 juta lagi dari kas perusahaan, sisa
pencairan termin pertama.

“Dari sisa termin kami masih punya kas Rp50 juta, itu saya ambil dari rekening perusahaan. Terus sisa
Rp50 juta, hasil pinjaman dari teman saya, yang dikirim via transfer ke rekening pribadi saya,” kata
Eman Kadarusman.Eman Kadarusman mengakui selama proyek ini berjalan hanya bertemu dua kali
dengan terdakwa Bulera, tepatnya pada tanggal 25 September 2019. Bahkan, dia tidak pernah
berkomunikasi via telepon ataupun menerima pesan singkat via media sosial dari terdakwa.
Pertemuan pertama yang terjadi secara tidak sengaja pada hari Rabu (25 September 2018) pagi, atau
ketika menemui Heru Sujarwo di ruang pejabat pembuat komitmen itu guna membicarakan material
bangunan. Selanjutnya, pertemuan kedua pada sore hari di ruang Kasatker sesaat sebelum aksi tangkap

tangan.
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“Jadi, pada saat penyerahan, saya langsung bertemu terdakwa di ruangannya yang ketika itu sedang
menelepon. Setelah menyerahkan uang, Kasatker bilang pekerjaan kami aman dan dia bilang semoga
proyek tahun depan dapat pekerjaan lebih bagus lagi,” ujarnya. Eman Kadarusman adalah Kepala
Cabang CV Jangkar Utama yang menyerahkan uang Rp100 juta kepada terdakwa Bulera sesaat sebelum
Tim Opsnal Polresta Mataram melakukan aksi tangkap tangan di Kantor SNVT, Jalan Majapahit, Kota
Mataram, Rabu (25-9-2019).

Aksi tangkap tangan *dengan barang bukti uang Rp100 juta itu diamankan dari ruang kerja Bulera.
Uang Rpl100 juta pecahan seratus ribu ditemukan petugas pada map cokelat dalam tas hitam yang
sebelumnya diakui terdakwa Bulera dipindahkan dari plastik biru pemberian Eman Kadarusman.
Adanya permintaan dan bukti uang tersebut menjadi dasar jaksa penuntut umum mendakwa Bulera
melakukan pemerasan kepada pelaksana proyek rusun ponpes dengan meminta fee 5—10 persen dari

pagu anggaran proyek sebesar Rp3.,4 miliar. (Ant)

Sumber Berita:
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3. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/285795/Tersangka.Penerima.Fee.Proyek.Rus
un.Dilimpahkan.ke.JPU/24/01/2020

Catatan:

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD dalam pengertian nya
dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.! Dalam pelaksanaannya
pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien;

b. efektif;

c. transparan;

d. terbuka;
bersaing;

f. adil; dan

! Pasal 1 angka 1 Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2 Ibid, Pasal 1 angka 11
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g. akuntabel.?
Dalam ketentuan perpres 16/2016 istilah fee proyek tidak diatur dan bertentangan dengan prisip
pengdaan barang/jasa pemerintah, karena hal tersebut akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan

melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka, transparan, bersaing, adil

dan akuntabel.

Catatan Akhir/Endnote

! proyek/pro-yek/ /proyék/ n rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya)
dan dengan saat penyelesaian yang tegas [vide: https://kbbi.web.id/proyek]

2 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.[vide: psl 1 angka 10, Perpres 16/2018]

3 Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan
tindak pidana itu. [vide: psl 1 angka 19 KUHAP]

3 Ibid, pasal 6
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